Mengingat

~ TENTANG
'ANSI PEMERINTAH DAERAH
{ PADANG LAWAS UTARA

N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Pm berdasarkan Pasal 4 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam

3 fﬁm Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sisa,ndar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan bahwa
kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang
kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman
pada standar akuntansi pemerintahan;

bahwa berdasarkan Pasal 3 butir ¢ Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kepala
daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, &

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Padang Lawas Utara tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten
Padang Lawas Utara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah




1 tentang Pembentukan
ybaran Negara Republik

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
an Negara Republik Indonesia Tahun 2014
mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
-5 sebagaimana telah diubah beberapa kaliy
r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 483,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Pasal 1
dimaksud dengan:
Padang Lawas Utara;
Lawas Utara;

-aﬂala.h Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas
: oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten

adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
1 pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
li dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

>ans an , pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
pa&gawasan keuangan Daerah;

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
. pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas
~ hasilnya, serta penyajian laporan;

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang

mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan

bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan
penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, peryusun laporan
keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah
yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan;

8. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah;

9. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah -




terdiri dari satu atau lebih
1 peraturan perundang-undangan
awaban berupa laporan keuangan,

_I ‘unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
ngkan pada entitas pelaporan;

~adalah pengguna anggaran/penggunaan barang yang
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2

n akuntansi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
apkan SAP Berbasis Akrual.

an akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi
oran keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

ebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian
- pelaporan keuangan.

~ (4) Kebijakan akuntansi mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian
: dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP
atas:

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

I

Pasal 3
(1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Penyajian Laporan Keuangan;
Laporan Realisasi Anggaran;

b.
C
d. Neraca;

e. Laporan Operasional;

f. Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Laporan Perubahan SAL;

h. Laporan Arus Kas; dan '

i. Catata:i atas Laporan Keuangan. .

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daera_




a. Akuntansi Aset;

b. Akuntansi Kewajiban;

Akuntansi Ekuitas;

. Akuntansi Pendapatan Daerah-LRA;

Akuntansi Belanja Daerah;

Akuntansi Pembiayaan Daerah;

Akuntansi Pendapatan Daerah-LO;

. Akuntansi Beban Daerah; dan "

Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 4

8 ) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-
tidaknya terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran,
b. Neraca;

c. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Laporan Perubahan SAL;

f. Laporan Arus Kas;

g.

Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi
untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang
setidak-tidaknya terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran,;
Neraca,;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

® po TP

Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 5
Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur
lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.




a Peraturan Bupati Padang Lawas
Akuntansi Pemerintah Daerah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
takan tidak berlaku lagi.

Pasal 8
1 pada tanggal diundangkan.

ya, memerintahkan perundangan Peraturan
ra dengan penempatannya dalam Berita Daerah

ANDAR AMIN HARAHAP

| di Gunungtua
28 Desember2021
TARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

o

il

'BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR
58
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